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Pernikahan menjadi penunjang dan landasan bagi 
berkembangnya masyarakat yang berperadaban. Pernikahan di 
usia muda sangat berkaitan dengan hak daripada orang tua atau 
wali untuk menikahkan anaknya, tanpa disertai dari keinginan 
anak itu sendiri. Dispensasi nikah anak perempuan sangat 
dimungkinkan menurut agama dan negara. 
Sebenarnya, tidak dijumpai tentang batasan usia menikah 
untuk seseorang baik dalam al-Qur’an dan fiqih, Selain dalam 
al-Qur’an, tidak dijumpai adanya batasan usia menikah bagi 
seseorang perempuan dan/atau laki-laki dalam fiqih. Namun, 
bukan berarti negara muslim tidak membuat dan menerapkan 
ketentuan terhadap batasan usia nikah. Bila merujuk pada 
historis Rasulullah SAW menikahi Aisyah saat ia berusia kurang 
dari 7 tahun. 
Ini menjadi perdebatan cukup serius di kalangan ulama, 
bagaimana status menikahi anak kecil atau di bawah umur dalam 
pandangan agama Islam. Sebagaimana al-Marwazi dalam 
Ikhtilaf al-Ulama, terutama Ahl al-‘Ilm, sepakat bahwa hukum 
seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil adalah 
boleh, dan tanpa harus adanya khiyar atau pilihan ketika 
dewasa. Alasannya bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah 
ketika ia berumur enam tahun, dan hidup bersama pada umur 9 
tahun. 
Hal inipun dibolehkan oleh para Sahabat, seperti Umar 
Ibn Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Ibn Umar, Zubayr, Ibn 
Qudamah, Ibn Maz’un, dan Ammarah, namun negara mengatur 
pembatasan usia menikah bagi perempuan dan memberikan 
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dispensasi nikah anak perempuan disertai alasan mendesak 
dengan mengajukan ke lembaga peradilan guna mendapatkan 
persetujuan dengan mengabulkan perkara permohonan 
dispensasi kawin tersebut.  
 
Kata Kunci: Dispensasi nikah anak perempuan, 




Pernikahan suatu tindakan yang sah baik agama dan 
negara dengan memenuhi syarat nikah kemudian tercatat 
pernikahan tersebut sebagai bukti keabsahan perbuatan dalam 
pernikahan sebenarnya. Trend masa kini, yang mana pernikahan 
di usia belia bukan menjadi penghalang, pernikahan dapat 
dilakukan selama para calon sepakat untuk menikah dengan 
kemantapan diri untuk membangun keluarga. Namun, yang 
terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan, 
perempuan yang berusia di bawah 19 tahun menurut peraturan 
negara masih dianggap belum dewasa. Pada kenyataannya, 
perempuan yang berusia di bawah umur itu, menjadi fenomena 
dalam praktik menikah di masyarakat. Usia wanita dikategorikan 
dewasa, saat berusia 17 tahun dengan dilegalisasikan dengan e-
ktp. Usia yang dikategorikan dalam peraturan negara masih usia 
yang belum layak menikah. Pasca Undang-Undang Perkawinan 
No. 16 Tahun 2019 disahkan, usia perempuan untuk bisa 
menikah minimal usia 19 tahun. Namun, ini juga berbenturan 
dengan BKKBN bahwa menikah di usia relatif sangat muda, 
riskan terhadap keutuhan keluarga yang memerlukan fondasi 
kemantapan jiwa untuk berkeluarga yang tidak mudah dilakukan 
tanpa kerja sama pasangan suami isteri.  
Pernikahan dini, sangat beresiko terhadap munculnya 
pelbagai mudharat saat sudah berkeluarga sehingga dapat 
berdampak pada tidak terpenuhinya tujuan perkawinan. Namun 
dari sudut kesehatan, pernikahan yang belum dewasa usia dapat 
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berakibat negatif baik ibu dan atau anak yang hendak dilahirkan. 
Begitu pula bila dari sisi sosial, perkawinan anak perempuan 
dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga, dikarenakan 
emosi yang belum stabil suami-isteri yang dapat berakibat pada 
hilangnya kendali menyelesakan konflik keluarga.
1
 
Perempuan di usia relatif sangat muda atau dikatakan usia 
yang belum dikategorikan dewasa, tentu saja diharuskan banyak 
belajar dalam menempuh pendidikan guna memperkuat keilmuan 
dan jiwa yang semakin matang dalam menjalani kehidupan. 
Pernikahan dini tentu saja memiliki dampak negatif terhadap 
kondisi kesehatan anak perempuan untuk hamil. Usia 10 s/d 14 
tahun memiliki besar kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar 
saat mengandung dan melahirkan apabila dibandingkan dengan 
usia anak perempuan sekitar 20 s/d 25 tahun. Kemudian juga, 
menikah di usia antara 15 s/d 19 tahun rentan 2 kali besar 
beresiko kematian. Dikarenakan wanita berusia di bawah 20 




Berdasarkan laporan UNICEF, di tahun 2014 pernikahan 
pada anak perempuan mencapai 25% berusia 20-24 tahun 
menikah di bawah usia 18. Kemudian data dari Susenas di tahun 
2012, sekitar 11,13% saja anak perempuan berusia 10-15 tahun 
telah menikah, dan 32,10% pada usia 16-18 tahun. Hal tersebut 
tentu saja berdampak pada Angka Kematian Ibu Indonesia sekitar 
259/100 ribu kelahiran hidup dan 48/1.000 kelahiran pada jumlah 
kelahiran usia 15-19 tahun.
3
 Permasalahan dalam penelitian 
kepustakaan ini lebih kepada pengaturan dispensasi kawin bagi 
anak perempuan masyarakat moderen dalam konteks agama dan 
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negara.  Penelitian kepustakaan atau penelitian doktrinal
4
 
diartikan sebagai penelitian hukum positif, sumber primernya 
pada bahan hukum tertulis, dengan pendekatan konseptual
5
 dan 
pendekatan peraturan negara.  
 
A.  Pembahasan  
 Pernikahan Anak Perempuan dalam Konteks Agama dan 
Negara  
Praktik menikah merupakan salah satu anjuran Nabi 
Muhammad SAW kepada umat Islam. Kata nikah secara 
etimologi berarti menggabungkan, menghimpun, atau 
menambahkan. Kata nikah memiliki arti “alwath” yang berarti 
hubungan seksual. Secara terminologi, nikah menurut para ahli 
fiqih yaitu akad/kontrak guna mensahkan hubungan seksual 
dalam bentuk pernikahan.
6
 Hukum asal dari pernikahan sendiri 
berarti jawaz/mubah atau dibolehkan. Az-Zahiri menyatakan 
nikah itu wajib, sedangkan Ulama Malikiyah bagi sebagian orang 
nikah itu sunnah, sedangkan sebagian lainnya nikah itu mubah. 
Namun, perubahan hukum selalu mengikuti berbagai latar 
belakang dampak implementasi perkawinan.
7
 
Perkawinan memiliki akibat hukum, kelangsungan 
pernikahan saling memenuhi hak dan kewajiban yang bertujuan 
melakukan hubungan pergaulan berasaskan tolong menolong. 
Praktik pernikahan merupakan bagian dari anjuran pelaksanaan 
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Kompilasi Hukum Islam (Inpress No.1/1991 KHI) pasal 2 
menjelaskan perkawinan dalam konteks hukum Islam merupakan 
akad/kontrak yang sangat kuat/mitssaqan ghalidzan, menaati 
perintah Allah SWT dan melakukannya adalah ibadah, tujuannya 
merujuk pada pasal 3 KHI guna mencapai rumah tangga sakinah, 
mawaddah, warohmah. 
Pernikahan diartikan sebagai suatu pernikahan yang 
secara negara sah dilakukan di muka pejabat berwenang dan 
dihadiri para saksi serta wali nikah, memenuhi syarat nikah 
dengan memberikan hak, tanggung jawab kepada kedua 
mempelai.
9
 UU Perkawinan mendefisinikan bahwa perkawinan 
ialah menyatukan dua insan sebagai suami isteri yang bertujuan 
untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan abadi 
berasaskan Ketuhanan YME. 
Pernikahan sah dilakukan yang berlandaskan agama atau 
kepercayaan masing-masing dan diakui serta dicatat negara 
sesuai peraturan undang-undang yang diberlakukan. UU 
Perkawinan juga mensyaratkan pernikahan yaitu kedua calon 
setuju untuk menikah, bagi usia dibawah 21 tahun diperlukan 
persetujuan dari wali/orang tua, apabila diantara wali/orang tua 
calon pengantin telah tiada atau tidak berkemampuan menyatakan 
keinginannya dapat dilakukan oleh wali/orang tua ada untuk 
mewakilinya, namun jika kedua wali telah tiada dapat dilakukan 
oleh wali yang memiliki hubungan nasab lurus keatas, apabila 
terjadi perbedaan pendapat dari para orang tua/wali, maka dapat 




Diantara asas terlaksananya perkawinan dalam hukum 
pernikahan dibutuhkan kedewasaan/kematangan calon, benar-
benar sudah matang baik jasmani dan rohani. Artinya menikah 
bukanlah suatu perkara mudah ketika menjalaninya. Husein 
Muhak melalui Mardi Chandra berpendapat, kesiapan sangat 
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dimungkinkan oleh anak yang belum berusia 19 tahun untuk laki-
laki dan 16 tahun bagi perempuan berdasarkan ketentuan 
peraturan perkawinan. Apabila keduanya belum memenuhi syarat 
usia menikah, maka dapat mengajukan permohonan ke 
pengadilan untuk mengabulkan permintaan tersebut dengan 




Pernikahan anak atau juga dikenal dengan pernikahan dini 
dalam praktik tradisional telah lama dilakukan hampir di seluruh 
dunia. Tercatat dua pola nikah anak terjadi yaitu anak perempuan 
dan pria dewasa dan memperkenalkan anak laki-laki dengan 
perempuan dilakukan sesuai keinginan wali kedua anak tersebut. 
Seperti hal sebuah studi dilakukan Choe,Thapa,dan Achmad 
bahwa kebanyakan perempuan Indonesia menikah sebelum 
berusia 18 tahun yang dianggap terlalu dini untuk menikah. 




Indonesia menjadi negara yang ikut meratifikasi The 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women yang tujuannya adalah untuk menghapus adanya 
kesenjangan atau diskriminasi atas penetapan usia minimal 
perkawinan perempuan dan pria yaitu 18 tahun guna mewujudkan 
kesetaraan gender dan equality before the law guna menghapus 
sifat diskriminatif, berdasarkan konstitusi NKRI, pasal 27 (1) 
UUD NKRI 1945, dan mendukung implementasi sisdiknas 
(sistem pendidikan nasional) wajib 12 tahun.
13
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Penggunaan terhadap angka dianggap sebagai ukuran 
batas maksimal untuk seseorang dikategorikan yang masih di 
bawah umur, tentunya secara bervariasi diatur oleh undang-
undang. Seperti halnya KUHPerdata mengatur tentang usia 15 
tahun untuk wanita dan usia 18 tahun untuk pria dapat menikah. 
Berbeda halnya dengan UU Perkawinan yang baru menggantikan 
UU Perkawinan yang lama bahwa baik laki-laki dan perempuan 
dapat menikah di usia 19 tahun, sedangkan ketentuan ajaran 
Islam tidak ditentukan dari angka melainkan ukurannya baligh.
14
 
Implementasi angka batas maksimal yang beragam untuk 
seseorang yang dinyatakan masih di bawah umur oleh undang-
undang tentunya dilatarbelakangi oleh konsep kecakapan 
seseorang kala bertindak yang menurut hukum baik keterkaitan 
kepentingan pribadi dan harta bendanya. Kecakapan hukum 
tersebut dimaksudkan kemampuan bagi seseorang merumuskan 
secara benar apa yang diharapkan atas perbuatannya berikut 




Dalam al-Qur’an tidak secara konkrit menjelaskan tentang 
batas usia para pihak yang akan menikah. Namun, hanya 
diberikan dari kualitas yang hendak dinikahi oleh mereka 
berdasarkan surat an-Nisa ayat 6. Maksud dari ayat tersebut 
tentang sudah cukup umur untuk menikah, apabila timbul 
keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan 
memimpin keluarga. Namun, tidak akan menjadi sempurna, 
manakala belum mampu mengurus kekayaan. Para fuqaha 
sepakat begitu juga ahli undang-undang, manakala seseorang 
telah dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan 
memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya setelah dewasa. 
Dewasa atau baligh artinya telah sampai atau jelas, yang mana 
seorang anak sudah sampai pada umur tertentu sehingga jelas 
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baginya untuk melakukan segala perbuatan atau persoalan yang 
dihadapi. Kemudian pola pikirannya pun mampu 
mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk.  
Sebenarnya, tidak dijumpai tentang batasan usia menikah 
untuk seseorang baik dalam al-Qur’an dan fiqih, Selain dalam al-
Qur’an, tidak dijumpai adanya batasan usia menikah bagi 
seseorang perempuan dan/atau laki-laki dalam fiqih. Namun, 
bukan berarti negara muslim tidak membuat dan menerapkan 
ketentuan terhadap batasan usia nikah. Bila merujuk pada historis 
Rasulullah SAW menikahi Aisyah saat ia berusia kurang dari 7 
tahun. Ini menimbulkan kontra opini cukup serius di kalangan 
ulama, tentang status menikahi anak kecil/di bawah umur 
menurut Islam. Sebagaimana al-Marwazi dalam Ikhtilaf al-
Ulama, terutama Ahl al-‘Ilm, sepakat bahwa hukum seorang ayah 
menikahkan anaknya yang masih kecil adalah boleh, dan tanpa 
harus adanya khiyar atau pilihan ketika dewasa. Alasannya 
bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika ia berumur enam 
tahun, dan hidup bersama pada umur 9 tahun. Hal inipun 
dibolehkan oleh para Sahabat, seperti Umar Ibn Khaththab, Ali 




Menurut mayoritas ahli hukum Islam memberikan 
pendapat, bahwa diperbolehkan pernikahan usia muda, namun 
tidak diperbolehkan hubungan badan yang mengakibatkan bahaya 
bagi si perempuan (isteri) secara fisik dan psikis, hukumnya 
haram. Larangan tersebut diberlakukan baik nikah di bawah usia 
dan nikah kategori dewasa. Ibn Hazm menyatakan bahwa 
diperbolehkan pernikahan anak perempuan masih muda.Mazhab 
Syafi’i mensyaratkan dapat menikahkan anak laki-laki yang 
masih belum dewasa wajib ada maslahat berdasarkan asas 
kepentingan terbaik bagi si anak. Namun, untuk anak perempuan 
belum dewasa segera menikah memerlukan beberapa syarat, 
diantaranya tidak ada unsur kebencian antara anak dan wali 
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mujbir, tidak adanya permusuhan antara perempuan belia dan 
calon suami, terdapat kafaah/kesetaraan sosial anak perempuan 
dan calon suami, calon suami dapat memberikan mas kawin yang 
sesuai/pantas, tidak menikah dengan pria yang membuat si 
perempuan anak tersebut kecewa kemudian hari.
 17
 
Keluarga adalah bagian yang tidak bisa dihilangkan begitu 
saja dalam kehidupan dan menjadi tempat pertama bagi seseorang 
untuk mulai kehidupannya. Keluarga terbentuk karena suatu 
hubungan yang saling berkaitan dengan ayah, ibu, dan anak. 
Ketiganya memiliki hubungan yang erat sehingga interaksi 
menjadi intens. Interaksi tersebut pada akhirnya menjalin 
hubungan keluarga yang saling dekat dan akrab, yang mana 
dalam keadaan normal dikarenakan ini menjadi lingkungan 
pertama antara anak dan orang tua.  Maksud dari terciptanya 
keluarga dalam agama Islam
18
, tentu saja mengatur hubungan 
baik suami dan isteri serta anggota keluarga
19
, yang saling 
meridhoi satu sama lain
20
 adalah bagian dari bentuk kemuliaan 
terhadap keturunan, menjaga dari syaithon, saling bekerja sama 
kala menghadapi kesulitan berumah tangga, kemudian saling 
menghibur dan menenangkan secara bersama, memenuhi segala 
hak-hak keluarga, dan memberikan kewarisan.
21
  
Pernikahan menjadi penunjang dan landasan bagi 
berkembangnya masyarakat yang berperadaban. Pernikahan dini 
sangat berkaitan dengan hak daripada orang tua atau wali untuk 
menikahkan anaknya, tanpa disertai dari keinginan anak itu 
sendiri. Beberapa kasus muncul di masyarakat, dengan alasan 
keluarga dan menikahi anak mereka dengan anak saudaranya 
                                                 
17
 Ali Imron HS, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, 
74-76. Lihat juga Lihat juga Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta: Sinar Baru 
Algesindo, 2002), 385. 
18
 M. Ansyhari, Hukum Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar, 2010, hlm. 1  
19
 Khoiruddin  Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga 
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sejak dini. Menurut Imam Malik, Ahl al-Madinah, Imam al-
Syafi’I, Imam Ahmad, Ishaq, dan Abi Layla, seperti dikutip al-
Marwazi, pemaksaan pernikahan kepada perawan hanya boleh 
dilakukan oleh Ayah. Namun, tentunya akan lebih baik dengan 
meminta izinya.
22
 Meskipun mereka sepakat, orang tua boleh 
memaksa anaknya untuk menikah, namun mereka berbeda 
pendapat ketika menentukan siapa yang berhak menikahkan. 
Imam Syafi’I, Abu Ubay, Abu Tsawr berpendapat bahwa selain 
ayah kandung tidak boleh ada yang berhak menikahkannya.  
M.Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, kata salihin 
diartikan yang layak kawin oleh banyak ulama, yang mana berarti 
seseorang mampu baik secara mental dan spiritual untuk 
membangun rumah tangga. Hal tersebut berbeda dengan 
kebanyakan ulama, Ibn Asyur memberikan definisi tentang 
kesalihan dan ketakwaan beragama. Karena menurutnya, orang 
shalih dan patuh pada agama harus dibantu untuk segera dapat 
menikah, meskipun pandangan kita, mereka tentu saja dapat 
memelihara diri dari dosa dan zina. Berbeda dengan mereka yang 
tak punya ketakwaan dan kesalihan lebih harus diperhatikan lagi 
dan dibantu bahkan wajib jika mengabaikannya akan 
memunculkan kemudharatan terhadap agama dan masyarakat. 
Pandangan Imam Malik menganjurkan untuk menikah dan Imam 




Dalam perkembangannya, ada beberapa hal penting yang 
memengaruhi pernikahan salah satunya kebahagiaan. Keutamaan 
kebahagiaan, kepuasan, diantaranya sikap saling 
menerima/acceptance, kasih-sayang/affection, dan 
prestasi/achievement, sering disebut dengan A kebahagiaan.
24
 
                                                 
22
 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar 
Grafika, 2013, hlm. 201 
23
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan 
Keserasian Al-Qur’an, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2011, Vol. VIII, hlm. 
536 
24
 Elizabeth B Hurlock, Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan 
Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1999, hlm. 19 
  219 Syakhsia; Jurnal Hukum Perdata Islam 
Pernikahan yang dialami oleh perempuan yang belum dewasa, 
tentunya diperlukan esensi kebahagiaan ketika berkeluarga. 
Namun, apakah anak perempuan yang menikah di usia relatif 
sangat muda mampu mencapai kebahagiaan tersebut, yang mana 
diketahui usia remaja merupakan usia perkembangan membentuk 
karakter pendewasaan dengan memperbanyak wawasan dalam 
menempuh pendidikan. Pada setiap usia ada perbedaan seks 
dalam hal kebahagiaan. Selama tahun-tahun pertama, masa 
dewasa perempuan cenderung lebih bahagia daripada pria, 
khususnya apabila mereka berkeluarga dan merasa diperlukan 
sebagai ibu dan isteri.
25
 Dengan demikian, usia dewasa 
perempuan menikah menjadi usia yang dikategorikan matang 
untuk berumah tangga, yang mana secara psikologi telah 
memantapkan diri untuk membangun keluarga yang 
diidamkannya.  
Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 belum sama 
sekali dilakukan amandemen seiring dengan perubahan dan 
perkembangan problem masyarakat. Permasalahan perkawinan di 
Indonesia meningkat setiap tahunnya, sehingga diperlukan aturan 
yang dibutuhkan masyarakat agar tidak kesulitan mencari payung 
hukum sebagai kepastian hukum.  Pasal 7 UU Perkawinan 
mengalami perubahan, yang mana dalam UU Perkawinan terbaru 
menggantikan UU Perkawinan lama No.16 Tahun 2019 yang 
disahkan Presiden Joko Widodo di tanggal 14 Oktober 2019 
tepatnya di Jakarta.   
Perubahan UU Perkawinan tersebut dikarenakan negara 
tentu saja memberikan jaminan hak bagi seluruh warga negara 
untuk berkeluarga dan mendapatkan anak dalam proses 
pernikahan sah, menjamin hak atas anak untuk hidup, tumbuh-
kembangnya dan juga mendapatkan perlindungan dari tindakan 
anarkis dan diskriminasi berdasarkan UUD 1945.  Kemudian 
juga, pernikahan anak menimbulkan dampak negatif yang tentu 
                                                 
25
 Ibid.,hlm. 20 
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saja langsung pada tumbuh kembang si anak dan menghilangkan 
hak dasar bagi si anak.
26
  
Pasca disahkan UU Perkawinan No.16/2019 
menggantikan UU Perkawinan No.1/1974 yang merupakan 
implementasi atas Putusan MK RI No.22/PUUXV/2017 yang 
substansinya mengabulkan sebagian gugatan uji materi dari UU 
Perkawinan lama No.1/1974 dan membatalkan aturan minimal 
batas usia 16(enam belas) tahun bagi perempuan pasal 7(1) UU 
Perkawinan No.1/1974. MK berpendapat bahwa usia 16(enam 
belas) tahun bertentangan dengan UUD NKRI 1945 yang 
menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia mempunyai 
kedudukan sama di muka hukum. MK juga berpendapat bahwa 
perbedaan usia pernikahan juga memunculkan 
ketimpangan/diskriminasi, sehingga hasil mufakat MK 
membatasi usia anak perempuan menjadi 19 tahun. Dengan 
demikian, usia menikah untuk perempuan dan laki-laki sama.   
Perbedaan usia juga berbenturan aturan lain yaitu 
UUPA/Undang-Undang Perlindungan anak. UUPA mengatur 
bahwa seorang belum sampai usia 18(delapan belas) tahun masih 
dikategorikan anak termasuk anak masih dalam perut. Dengan 
demikian, pernikahan perempuan masih dibawah delapan belas 
tahun masih dianggap anak. Selain itu, masalah perkawinan yang 
sudah pernah diputus oleh MK terkait UU Perkawinan baru 
berkaitan dispensasi kawin, agak berbeda dengan UU No.1/1974. 
Dispensasi diartikan seseorang mendapatkan hak saat akan 
menikah, walaupun usianya masih belum mencapai yang diatur 
dalam undang-undang. Pada prinsipnya, seorang pria dan seorang 
perempuan diberikan izin menikah manakala mereka sudah 
mencapai diatas usia sembilan belas (19) tahun. Apabila keadaan 
menghendaki, maka pernikahan dapat terjadi meski salah satunya 
                                                 
26
 Kamarusdiana dan Ita Sofia, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif 
Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 
Islam, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah 
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atau keduanya belum mencapai umur yang dimaksud tersebut.
27
 
Pasal 7 ayat 2 memberikan penegasan jika dispensasi perkawinan 
hanya dapat diberikan karena alasan mendesak. Alasan mendesak 
tersebut artinya tidak ada pilihan lain dan segera untuk 
dilangsungkan perkawinan. Tentu saja dibutuhkan bukti yang 
cukup kuat, agar dispensasi kawin dapat diberikan melalui badan 
peradilan.  
Urgensi Dispensasi Kawin Bagi Anak Perempuan oleh 
Negara Melalui Badan Peradilan 
Fiqih tidak secara spesifik menjelaskan dispensasi nikah 
dan tidak ada batas minimal usia anak perempuan untuk 
menikah.
28
 Umar Said yang dikutip oleh Ali Wafa, menurutnya 
batas usia dewasa seseorang hendak menikah termasuk sebagai 
masalah ijtihadi. Sedangkan Islam, usia bukan termasuk rukun 
dan syarat menikah. Meski fiqih/hukum Islam tidak secara 
spesifik  batas tentang minimal usia perkawinan, yang mana 




Dalam KHI pasal 2, esensi perkawinan berdasarkan ajaran 
agama Islam selaras dengan filosofis perkawinan berdasarkan 
Pancasila, pasal 1 UU Perkawinan. Esensi dari perkawinan 
memiliki relevansi dengan sila pertama, yaitu berdasarkan 
Ketuhanan YME, yang mana substansi dari perkawinan itu 
dikarenakan untuk taat pada perintah Allah SWT, perkawinan 
                                                 
27
 Muhammad Yasin, Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, 
Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru, 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-
perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-
yang-baru/ , 2019.  
28
 Ahmad Mukri Aji, Urgensi Maslahat Mursalat dalam Dialektika 
Pemikiran Hukum Islam (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), Cet. Ke-2, hlm. 
193 
29
 Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda 
menurut Hukum Islam, Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah: Volume 17, Number 2, 
2017, 391. Lihat juga Umar Said, Hukum Islam di Indonesia tentang 
Perkawinan (Surabaya: Cempaka, 2000, hlm. 56-59 
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Di pedesaan, di usia sangat belia atau muda untuk 
menikah dianggap hal wajar dilakukan. Kehidupan sederhana di 
pedesaan berdampak pada pola pikir masyarakat yang sederhana, 
termasuk dalam perkawinan. Ketika seseorang menikah tidak 
diperlukan kesiapan yang cukup baik materi maupun pendidikan. 
Biasanya, seorang remaja yang baru mendapatkan pekerjaan, 
berani mengajak menikah seorang perempuan. Namun, 
perkawinan tersebut hanya sebatas pada ketercukupan kebutuhan 
materi saja, aspek lainnya terabaikan.
31
 
Pernikahan anak, perlu mendapatkan pengesahan tidak 
hanya restu dari wali si anak dan anak perempuan, namun juga 
pengesahan dari negara melalui PA/pengadilan agama khusus 
bagi yang beragama Islam. Dispensasi kawin tersebut 
memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak 
menikahkan anak perempuannya dikarenakan alasan-alasan 
mendesak yang dibuktikan dihadapan majelis hakim.  
Dispensasi kawin diartikan sebagai bentuk terbebas dari 
kewajiban calon pengantin yang belum memenuhi syarat 
menikah dengan mendapatkan izin oleh pengadilan agama
32
 
kepada mereka yang belum dinyatakan dewasa berdasarkan 
undang-undang untuk melaksanakan perkawinan.
33
 Dispensasi 
kawin juga dapat diartikan sebagai suatu keringanan hukum yang 
diberikan kepada mereka (calon mempelai) belum memenuhi 
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 Muhammad Kurnadi &  HM Mawardi Muzzamil, Implikasi 
Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan 
Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2 Mei – Agustus 
2014 
31
 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar 
Grafika, 2013, hlm. 205 
32
 Munadiroh, Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi 
Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang 
(Studi Kesehatan Reproduksi), Jurnal Idea Hukum, Vol 2. No. 1, edisi Maret 
2016. 
33
 Marilang, Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur, Jurmal AL 
Daulah Vol. 7, No.1, Juni 2018. 
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syarat sah pernikahan oleh hukum positif
34
 sehingga regulasi 
negara berupa undang-undang memberikan kewenangan pada 
pengadilan guna pemberian dispensasi nikah dengan 




Banyak hal yang mana melatar belakangi implementasi 
perkawinan calon yang belum dewasa atau masih dibawah umur. 
Unsur penyebab nikah dini saat ini dikarenakan remaja bebas 
bergaul sehingga berakibat kehamilan dari hubungan tanpa ikatan 
pernikahan legal. Artinya, wali atau orang tentunya harus segera 
menikahkan keduanya dikarenakan MBA (married by accident). 
Namun, masyarakat memiliki solusi efektif guna menutupi aib 
anaknya dengan cara menikahkan. 
Apabila merujuk pada substansi Undang-Undang 
Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014, anak seharusnya 
dilindungi oleh wali/orang tua dan negara. definisi perlindungan 
anak yaitu bentuk tindakan memberikan kepastian jaminan dan 
melindungi si anak dengan memenuhi hak hidup, tumbuh-
berkembang, dan ikut berpartisipasi secara maksimal berdasarkan 
harkat dan martabat manusia, serta memberikan perlindungan 
dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.  
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad Kamil
36
 
proteksi anak sebagai bentuk responsibility orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah dan negara sebagai rangkaian kegiatan 
yang dilakukan secara berkala guna melindungi hak-hak si anak. 
Senada dengan Siregar, bahwa proteksi anak lebih ditekankan 
hak bukan kewajiban si anak. Anak yang secara hukum, belum 
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 Muhammad Kunardi dan Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi 
Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama 
Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 2, Mei-Agustus 2014. 
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 Muhammad Kunardi dan Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi 
Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama 
Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 2, Mei-Agustus 2014. 
36
 Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam 
Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra 
Keadilan, XI (Juli-Desember 2016). 
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Selain itu, negara juga menetapkan aturan terkait 
dispensasi nikah bagi perempuan dan perlu pengesahan oleh 
hakim pengadilan. Pertimbangan PA dalam mengadili perkara 
voluntair dispensasi nikah biasanya melihat dua kemudharatan 
yang terjadi pada pernikahan usia anak dan kemudharatan akan 
terjadi apabila dispensasi nikah ditolak. Majelis hakim sering kali 
menerima voluntair dispensasi kawin karena memandang bahwa 
kemudharatan akan terjadi apabila dispensasi nikah ditolak 
sehingga mudharat lebih banyak, kemungkinan besar dapat 
merusak keturunan (al-nasl) dan kehormatan (al-irdl) calon 
tersebut.
38
 Majelis hakim juga mempertimbangkan hukum (tasbib 
al-ahkam/legal reasoning) terkait dispensasi kawin berdasarkan 
fakta hukum yang dibuktikan di persidangan. Fakta tersebut 
didapati dari orang tua, kedua calon, dan saksi-saksi yang hadir 
saat persidangan berlangsung.  
Pencegahan terhadap pernikahan anak adalah hak bagi 
setiap anak dan membantu negara guna mencapai tujuan 
pembangunan yang dituangkan dalam Transform in Our World : 
The 2030 Agenda for Sustainable Developments Goals (SDGs) 
berisikan 17 tujuan 169 target. Tujuan poin 5.3 dari SDGs yaitu 
mencegah terjadinya perkawinan usian anak, eliminate all 
harmful practices such as child, early and forced marriage.
39
 
Yohanna Yembise turut menyatakan keputusan terkait usia nikah 
sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia sebagai upaya 
penyelamatan anak dari pernikahan anak. Sungguh sangat 
merugikan bagi si anak, apabila pernikahan tetap dilangsungkan, 
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 Mahfiana, Layyin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Era 
Globalisasi (Antara Ide dan Realita)”, Justitia Islamica, X (Desember 2013). 
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 Rio Satria, Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi 
Undang-Undang Perkawinan,  
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-
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sehingga sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjawab salah 
satu persoalan proteksi anak.
40
  
UU Perkawinan pasal 7(2) mengatur penyimpangan 
ketentuan batas usia nikah, wali anak dapat ajukan perkara 
voluntair ke pengadilan. Hal ini sebagaimana merujuk pada 
pedoman pelaksanana tugas dan administrasi peradilan agama 
buku II bahwa voluntair dispensasi nikah diajukan ke 
PA/Pengadilan Agama yurisdiksi mengikuti domisili orang tua 
dan/atau si anak permohonan dispensasi nikah.
41
 Nikah dini 
merupakan permasalahan kompleks, sehingga diperlukan 
permohonan dispensasi kawin, pengadilan agama wajib 
merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di 
antaranya pertimbangan secara syar’i, yuridis, sosiologis, 
psikologis, dan termasuk kesehatan. Pengadilan agama juga 
mempertimbangkan perkara voluntair tersebut dengan 
mempertimbangkan tujuan syariat Islam, baik dari unsur adanya 





Dispensasi nikah di tengah masyarakat modern, sangat 
dimungkinkan terjadi selama calon mempelai sepakat untuk 
menikah. Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan, namun 
Islam tidak secara tegas mengatur tentang batas usia minimal 
anak perempuan menikah.  Fiqih tidak secara spesifik 
menjelaskan dispensasi nikah dan tidak ada batas minimal usia 
anak perempuan untuk menikah. Umar Said yang dikutip oleh Ali 
                                                 
40
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226   Vol. 21 No. 2 Juli-Desember 2020 
Wafa, menurutnya batas usia seseorang hendak menikah 
termasuk sebagai masalah ijtihadi. Sedangkan Islam, usia bukan 
termasuk rukun dan syarat menikah. Meski Islam tidak 
memberikan batas spesifik tentang minimal usia perkawinan, tapi 
tidak berarti Islam memberikan nikah dini. Pernikahan bagi anak 
perempuan, perlu mendapatkan pengesahan tidak hanya restu dari 
orang tua dan anak perempuan, namun juga pengesahan dari 
negara melalui badan peradilan agama khusus bagi yang 
beragama Islam. Dispensasi kawin tersebut memberikan 
kemudahan bagi masyarakat yang hendak menikahkan anak 
perempuannya dikarenakan alasan-alasan mendesak yang 
dibuktikan dihadapan majelis hakim berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang diberlakukan.  
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